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GUBERMURE BALL
FERATURAN GUEERNUR BALL
NOMUORE 97 TAHUN 2015
TEMNTAN

PROSEDUR TETAP LOGISTIK PENANGGULANGAN BENCANA
DENGAN RAHMAT TUHAMN VANG MAHA ESA

GUBERNUR 3ALLL

Menimbare :a. bahwa penanggulangan betncana  merupakan  suatu
rangkaian kegiatan yang bersifat preventif. tanggop darirat,
lermasuk pengelolagn logistik sangatlan penting dilakulkan
melalui legiatan wvang fterpadu dan terkoondinesi dalam
pengelslaan barang banfuan penangeggulangan  bencana
vang hamis disclenggaralean acnara copat den ofektif,

I, halwa dalam pengelolaan logistik penanggulangan bencana
diperlukan sualu pedomnan yang mengatur Mngsi dan peran
berhagar pihak  terkait  delam  penanganannya  @ecara
temntegras den berkoalites aesuol dengan kebutobion,

c. bahwa berdassrken perlUrosangan sabagaimmana  dimalsad
dalam huruf f, huruf b dan heoul o, perlu menelapkan
Peraturan (rubermur  Entang Prosedur Tetap Logisik
Fenanggilangan Bencana;

Mengingat : 1. Undang-lUndang MNomor &4 2 Tahun 1958 tentoag
Prmbentiian Darrah Tingkal T Bali, Nusa Tenggaua Barat
darnn Musa Tenggara Timur (Lembaran Megara Republile
Indonesia Tahun 1938 Motmnor Li5, Tambehar |lembaran
Negarg Eepublik Indonesia Nomor 10449,

2. Undang-Undang Nomor 241 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana [(Lembaran  Negara Republik
Indonemia Tahun 2007 NWomnar 66, Tambahan Fembaran
Kegara Republik Indonesia Momor 4723);
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Undang-Undang Momor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Pemiuran Perundang undangan (Lerabaran
Megara ERepublik  Indonesia  Tahun 2017 Nomor  #3,
Tambahan Lembe-an Nepgara Fepublik Irdonesia
Momor 32341,

LUndang-Undang MNomor 23 Tahun 2011 eniang
Pemerintehan Dasrah (Letnbacan Negara BEepudlik [ndonesia
Tabun 2054 Nomor 24<, Tambahan Lembaran Nesara
Hepublik Indonessis Nomor 3587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor %
Tahumn 2015 teOleng Perubahan Ledua Alas
Undang-Undang Homor 23 Tabun 2014 tertang
Pemeriniahan Daerah {Eembaran Nogara Hepublik indonesia
Tahun 2015 Hemor 58, Tambahan Lembaran Negara
Fepublik [ndonesia Moroor S679);

Peraturan Pagrerintah Nomor 38 Tehun 2000 fentang
Pembagian Urdsan  Pemerintahan antara Pemerintahan,
Femenntah Pemerinlah Deerah Provinz daon Pemerintah
Kabupaten/Kora [lombaren Negara Hepublik Indonesia
Tahun 2007 Nomwr &2, Tambahan Lembaran Negara
Eepublik Indonesia Nomor 4737];

Peraturan Pemerin:ah Nomor 41 Tahun 2007 lesntang
Organisasi Perangkat Dacrah {icmbaran Negars Hepublik
Indoresia Tahun 2007 Nomor 39, Tambohan Lembaran
Negare Republik Indonesia Momor 47417,

Peraturen Pemedntah Nomor 58 Tahun 2005 Tencang
Perngeinlaan Keuangan Daeroh (lembaran Negara Hepoblik
Infonesia Tahun 2005 MNomor 140, Tambahan Lembazan
Megara Republik Indonesia Momor 4578,

Peraturan  Pemeriniah  Moowr 21 Tahuare 2003 tentang
Penvelenggaraan Penanggulangsan Bencana  [Lembaran
Fegara Republik Indoncmia Tahun 2008 Nomor 42,
Tambahan  Lembaran — Negara Republik  Indonicss
Nomor 4328},

Freraturan  Pemenndah Nomor 22 Tahun 2008 tontang
Pendanean dan Pengelolasn Bantuan Hencana (Lembaran
Negara Repablik Indonesia Tahun SIH
Momor 2%, Tambehan Lembaran Megara Republik Indoncsia
Nomor 45249];
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wenetapkan

10. Peraturer Pemeriatab  Nogaos 23 Tabun 2008 tentang

1.

Peran serta Lembaga Internasionnl don Lemaagn Azing Mon
Pemerintah  dalam Penanggulangan Dencana  (Lembaran
Mepara Repnhlik indonrsgia Tabhun 2008
Morwor 30, Tanbedien Lemnbaran Mepara Republik Indonesis
Nomor 4820}

Peraturan hMornten Dalam Negemn Nomor 13 Tabun 20046
Lertang Pedarrasn Pengeloloan Keuarngan Daerah,
schagaimana teiah divbah beberapr kali terakbic dengan
Peraturen Menoteri Dalam MNeper: Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahar Kedia Akas Peraturar Menzeri Dalam
Megeri Momor 13 Tahun 2006 [(Heota Negara Eopublik
Indonesia Tahun 2011 Nomar 31605;

12, Peraluran Menberi Delam Weseri Bommer 46 Tehun 200688

13.

tentang  Pedomen  COrpanisasi dan Teta Kerja Badzn
renangguiangan Bercana,

ceraturan Eepala DBadan Nasional Denanggulangan
Benoatia, Nomor 2 Tahun 2008 entang  Pedoman
Pembentukan Badan Penanppulangen Bencana Derah.

MEMUTLSKAN -

FERATURAN GUGERNUR TENTANG FPROSEDUR TETAP
LOGISTIK PENANGGULANGAN BENCANA

BEaz]
KETENTLIAN TN
Bagian Kesatua
Tenigettian
Fasal 1

{ralam Peraturan Crubemuor ind vang dimaksud dengan

A

. Daerah adalah Provinsi Bali.

. Pemerintab Provins adalah Memerincal Provinsi Baci
cCubernur adaleh Gulernwr Ball,

chnggaran Pendepatan den Beleoge Deeran vang selanjutnya

dizebut APBD  adalah  renesngan keouanpgan tzhunan
Pemerinitabion Daeral vang dibabhas dan disetajui bersama
aich pemetintah dasrah dan GPFRD, dan ditetaplan dengan
ceraturan daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Dacrah yeng disangkat
BPFBD adaleh Badan Penangegulangar  Bencana Dacrah
Prowinai Bali,
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10.

11

Bercana adalah persiwa atau rangkaisn peristiwa vang
mengancaln dun menggangg kehidupan dan penghiduparn
masvarakal veng disebabkan, cleh fakter alam den/atap
faktor nenalam  maupan  faklor  manusia sehinggs
mengakibatkan timbulnya korban fiwe manusiy, kecusakan
lingkungan, kerugian harla benda dan dampak psikologis.

. Bencane alam  adelah  bencans veng diakibatkan  oleh

peristiwa atau serangkaian peristiwa vang disebabkan aleh
alamm antara lain herupe gempa bum, tsunami, gunung
meletus, batjic, kekenngan, angin topan/puting neliung,
tanah longsor, kebakaran lahan dan pomukinan,

Bemwans non alam adalabh bencanz vang diakibatkan oleh
priatiwa atau ranghalan perstiva non alam vang antara Lain
berupa pagal teknologi, pagal modermisasi, epiderni dern
wabah penyakil, kebakaran lahan dan pemukiman.

. Bencana BSomel adalabh bencana yang dialobathcan  oleh

peristiwa atay rangkadan pedstiwa yvang diskibatkan oleh
manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok ataw
EtAr komutilas riusyarakat dan teror,

Logst:k adalah segala sesuatu yang berwwjud yang dupar
digunaksan  untuok  memenuli  suato  kebutulan  dasar
manusta yang habis pakai terdic =tas pangan, sardang dan
papan atau turunannya.

Bantuen Logistik adelah logistik yang dibesikan tanpa
memperoleh  pengeaniinn arau dipnjam pakeikan  kepada
pihak yang membutuhken dalam rangka penanggulangan
bencana

Gagian Kedua
Maksud dan Tyjuan
Pasal 2

(1) Maksud diterapkan Peraturan Gubernur ini adalah sehagad

panduan wolek  menjeiaskan prosedur vane  berkaitan
dengan pengelolaan bantuan logistik, pengeloiaan gudang
dati petnenuvhan kebutuban casar serta weweneng, proran
dan tangeung jawab pengelola logiatik,

2] Tujuan Penerapern Peraturan Gubernur ini melipud:

a. untuk memastikan pengelolaan bantuan logstik dapar
dilakeukan secara cepat, efekrif den efisien  yvaknd
diberkan pada tempat vang tepat, jumiah yang scsuai
dan kualites bantuan logiatik yang haik.

b. meningkatkan kualitas pelavenan penvaluran bantuanb
logistik  dengan  mengoplitnalkan  sumber cdaya  dan
kapasitas yvang tersedia di Provinai Bali; dan

¢. memperjelas mekanisme  dan  prosedur  dalam
menvediakan  levanan penveluran logistilts  wang
dilakssnakan secara terpacu aoleh instansgi 1erkail,
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Tan I
SISTIMATIKA
Pasal 3

(1 Sistmattka FProsedur  Telap  Logistik Penangpaladpgan
Hencana mehputs
A.BAB 1 PENDAELLLAN, melipur:
a. Latar Bclahang.
B, Malksud dan Tujusn.
. Landasan Hukun,
d. Pengertian.
e, Ruang Lingkup dan Sistematika.
E. BAaB 1 LAYANAKN LOGISTIK TANGGAP DARURAT,
meliputi;
a. Persiapan.
L. Perencanaan dan Oroaniszs:.
. Pelaksanaan Kegiatat,
d. Penpgendalian,
C. BABR TN GUDANG LOGISTIK, mek:puli;
a. Kritcma, Tata Kelpls dan  Strukoor Pengelolaan
CGudang Peralatern.
1. Kriteria Gudang.
2. Tata Kelola Gudarng.
3, Struktur Penpelaola.
. Tugas dan Llangping jawaks
L. Sistem Operasional Gudang.
1. Penerimaan Barang,
2. Menvimpanan dail Pemmcliharaan.
3. Manajemen Sk Barang dan sistem Informas.
4. Pengeluaran Barang,
0. BABR IV LOGISTIE PEMEKUHAN KEBUTUHAN DASAR,
meliput,
n. Pengertian dan Prinsim
1. Pengertian.
2. Pringzip,
b. Jenis Bantuan:
| .Bantuan Tempat Fonampungan Human
SementAra.
. Bamuoan Pangan.
Bantuan Mon Pangan,
Rantnan Sandang.
. Bantuan Air Bersih dan Sanitasi,
. Benluan Pelavanan Keeenatan.
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. Penyelengearaan Pemberian Bantuan;
1. Penporganianaian.
2. Pelak=zana Premiber santian.
3. Waktu Pemberian bantuan.
E. BAB ¥V FEMBIAYAAN, meliputi;
a. Tidalk: Terpadi Bencana.
b. Baat Verjadi Heneana,
. BAB V PENUTUP

4] Sistimatika Pedoman sebagaimana dimaksud pada avat (1)
tercantum dalam lampiran dan merupaken bagian yang
tidak rerpizahken dari Peraturas Gubernur ini.

Bas lif
HETENTUAN PEMLUTUD
Pasal +

Peratutan Gubernar ind mulai berfaku pada tanggal divadangkan,

Apar setiap orang wmengetahuinya, memennlabhkan pengundangan
Peraturar. Gubermur ini dengan penempatannya dalam  Berita
Daerel Prowinzi Bali,

Ditetapkan di Bongasar
pada tanggal kb Desemiber 2015

GUEERNIFR DALL,
tEd
MADE MANGHL PASTIKA

Diundanghan di Denpasar
pada kanggal 14 Dezember 2015

SEERETARIS DAERAH PROYIMSE GALL
ikd
ORI MG URAH PEMAYUM
BERITA DAERAH PROVINSE BALI TAMLUMN 1015 NOMOR 97

Salinan sesai dengan aslicya
Kepal ire-Hukum dan HAM Setda Provinsi Gali,
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